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METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian
Adapun Lokasi penelitian ini adalah di Kantor Pengadilan Negeri Medan yang beralamat di Jl. Pengadilan No.8, Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia.
B. Jenis Penelitian
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, adapun yang dimaksud dengan jenis penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan karena dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder saja.[footnoteRef:2] Sedangkan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, adapun yang dimaksud dengan pendekatan perundang-undangan adalah menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang diketengahkan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dalam rangka penelitian hukum untuk kepentingan praktis maupun penelitian hukum untuk kepentingan akademis.[footnoteRef:3] [2: Dyah Ochtorina Susanti dan A’an Efendi. Penelitian Hukum (Legal Research), Sinar Grafika, Jakarta, (2021), hlm. 19.]  [3: Ibid., hlm. 110. ] 

C. Sumber Data
Sumber data yang dapat digunakan dalam penelitian hukum ini yaitu data sekunder yaitu, data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum. Data Sekunder terdiri dari beberapa bahan hukum:
1. Bahan Hukum Primer yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, dan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2025/PN Mdn.
2. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku yang terkait dengan masalah yang dikaji, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.[footnoteRef:4] [4: Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, (2024), hlm. 52. ] 

3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, seperi kamus hukum, ensiklopedia untuk menjelaskan maksud atau pengertian istilah-istilah yang sulit diartikan.[footnoteRef:5] [5: Ibid.] 

D. Teknik Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan oleh penulis untuk pengumpulan data. Teknik dalam menunjuk suatu kata yang abstrak dan tidak diwujudkan dalam benda, tetapi hanya dapat dilihat penggunaannya melalui: angket, wawancara, pengamatan, ujian (tes), dokumentasi, dan lain-lain. Peneliti dapat menggunakan salah satu atau gabungan teknik tergantung dari masalah yang dihadapi atau yang diteliti.[footnoteRef:6] [6: Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Prenda Media Group, Surabaya, (2019), hlm 138.] 

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau yang disebut dengan data sekunder. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain berasal dari buku-buku baik koleksi pribadi maupun dari perpustakaan serta jurnal-jurnal hukum.
E. Analisis Data
Metode penulisan data yang sesuai dengan penelitian hukum dengan cara deskriftif adalah menggunakan pendekatan kualitatif, merupakan suatu analisis data yang mengungkapkan dan mengambil kebenaran dari kepustakaan, yaitu dengan menggabungkan antara informasi dengan yang ada di dapat dari perundang-undangan, Peraturan-peraturan dan serta tulisan ilmiah yang ada kaitannya dengan judul ini. Untuk di analisis secara kualitatif sehingga mendapat kesimpulan untuk dipahami dengan baik.








BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Unsur Tindak Pidana Korupsi dalam Pemberian Kredit yang Tidak Sesuai Standar Operasional Prosedur Perbankan dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2025/PN Mdn

Korupsi dalam pemberian kredit yang tidak sesuai standar operasional prosedur perbankan merupakan bentuk penyimpangan yang dapat merugikan bank, nasabah, dan perekonomian secara umum. Korupsi dalam konteks ini terjadi ketika petugas bank atau pejabat terkait menyalahgunakan wewenang untuk memberikan kredit kepada pihak tertentu dengan cara yang melanggar prosedur resmi, biasanya demi mendapatkan keuntungan pribadi, gratifikasi, atau memenuhi kepentingan tertentu.
Bentuk-bentuk korupsi dalam pemberian kredit umumnya dapat berupa:[footnoteRef:7] [7: Hablana Rizka Nuril Anam, dkk, Korupsi Kredit Perbankan pada PT Sritex: Studi Kasus Penyalahgunaan Wewenang dan Kerugian Negara, Jurnal Ekopedia, Vol. 1, No. 4, (2025), hlm. 2133. ] 

1. Memberikan kredit tanpa melalui proses analisis yang benar dan sesuai SOP.
2. Memberikan kredit kepada pihak yang tidak memenuhi syarat karena adanya suap atau gratifikasi.
3. Mengabaikan risiko kredit yang tinggi demi keuntungan pribadi.
4. Melakukan collusion atau kolusi dengan pihak pemohon kredit untuk memuluskan pemberian kredit.
Dampak negatif dari korupsi dalam pemberian kredit yang tidak sesuai standar operasional prosedur perbankan dapat berupa kerugian keuangan bank karena kredit macet, menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan, 
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